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ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan adalah peraturan pelaksana dari pasal 130 HIR sekaligus aturan
hukum baru yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum terutama aturan
yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Aturan pelaksana adalah
aturan yang mengatur tentang aturan-aturan teknis yang tidak di atur secara rinci
dalam undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 sebagai
aturan untuk mengisi kekosongan aturan dalam bidang mediasi tidak menghapus
keberadaan atau eksistensi pasal 130 HIR. Pasal 130 HIR tetap berlaku selama
tidak dihapus atau tidak diubah oleh peraturan perundang-undangan yang
setingkat dengan undang-undang.

Prosedur mediasi pada Perma No. 1 tahun 2008 adalah kewajiban yang
harus ditempuh oleh para pihak. Sebagai konsekuensi dari kewajiban adalah
hukuman atau sanksi apabila melanggar kewajiban. Sanksi dari tidak
dilakukannya mediasi adalah putusan menjadi batal demi hukum. Syarat-syarat
putusan perkara perdata menjadi batal demi hukum tidak secara tegas diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang batal demi hukum tidak
perlu diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi karena secara
otomatis putusan menjadi batal demi hukum karena tidak menempuh mediasi di
pengadilan. Putusan yang batal demi hukum maka berakibat putusan tidak
memiliki kekuatan mengikat dan gugatan dianggap tidak pernah ada dan dapat
diajukan kembali untuk diperiksa di persidangan tingkat pertama.
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